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ABSTRAK

Firdha Aprilliana, 2021. Efektivitas Penyelenggaraan Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Efektivitas Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda.

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif. Jumlah informan dalam penelitian ini adalah 6 orang yang ditentukan dengan teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mengenai aspek ketepatan waktu yang akan dicapai Kantor DPMPTSP Kota Samarinda telah memberikan pelayanan kepada masyarakat, akan tetapi masih belum sesuai dengan standar pelayanan karena sering terjadinya keterlambatan waktu penyelesaiaan. Aspek ketepatan perhitungan biaya sudah cukup baik dan sesuai dengan standar pelayanan sehingga mempermudah masyarakat. Aspek menentukan tujuan telah memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat. Dimensi Pelayanan Tangible (Berwujud) sudah baik, ditandai dengan tersedianya fasilitas pendukung berupa ruang tunggu, sehingga memberikan kenyamanan kepada masyarakat. Dimensi Pelayanan Responsivines (Ketanggapan) telah merespon dengan baik dan ramah keluhan – keluhan dari masyarakat.

Kata Kunci : Efektivitas, Pelayanan, IMB

ABSTACK

Firdha Aprilliana, 2021. The Effectiviness of the implementation of building permit services at the investment office and one-stop integrated service in the City of Samarinda. This study aims to find out how effective the service for building permits is at the investment office an one-stop integrated service in the City of Samarinda.

This type of research uses qualitative research with descriptive type. The number of informants in this study were 6 people who were determined by data colelection techniques using interview, observation and documentation methods.

The results of the study indicate that regarding the aspect of timeliness that will be achived, the Samarinda City DPMPTSP office has provided services to the community, but is still not in accordance with service standards because of requent delays in completion time. Aspects of the accuracy of cost calculations are quite good and in accordace with service standards so as to facilitate the community. The aspect of determining goals has provided convenience in providing services to the community. The dimensions of Tangible services are good, marked by the availability of supporting facilities in the form of a waiting room so as to provide comfort to the community. The service dimension of Responsiveness has responded well and friendly to complaints from the community.

Keywords : Effectiveness, Service, IMB

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa diharapkan mampu melaksanakan tugasnya dengan baik dan kompleks. Pemerintah memiliki badan wewenang untuk mengatur kehidupan warga negaranya dan juga memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan yang maksimal pada masyarakat.

Birokrasi pemerintah menempati posisi yang penting dalam pelaksnaan pembangunan karena merupakan salah satu instrument

penting yang akan menopang dan memperlancar usaha-usaha pembangunan. Berhasilnya pembangunan ini memerlukan system dan aparatur pelaksanaannya yang mampu tanggap dan kreatif serta pengelolaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen modern dalam sikap prilaku dan kemampuan teknisnya.

Bedasarkan Surat Edaran Mentri Dalam Negri Nomer : 503/123/PUOD tanggal 16 Januari 1997 tentang pembentukan Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Perizinan di daerah dan Intruksi Mentri Dalam Negri Nomor : 25 Tahun 1998 tentang Pelayanan Satu Atap di Daerah. Atas dasar tersebut Walikota Samarinda menerbitkan Surat keputusan Nomor 13 Tahun 1998 tentang pembentukan Unit Pelayanan Daerah Tingkat II Kota Samarinda dan Surat Keputusan Walikota Nomer 73 Tahun 2001 tanggal 26 November 2001 tentang Pembentukan Sususnan Organisasidan Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Samarinda.

Guna  peningkatan  pelayanan  dan  untuk

mempermudah koordinasi dengan Stakeholder, maka status UPTD perizinan



ditingkatkan menjadi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (BPPTSP) Kota Samarinda bedasarkan peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan lembaga teknis daerah Kota Samarinda pasal 54 paragraf 4 dan intruksi Walikota Samarinda

Nomor 01 tahun 2009 tentang penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

Bulan desember tahun 2016, Badan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda bergabung dengan Badan Penanaman Modal Badan Penanaman Modal Daerah Kota Samarinda sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat daerah. Penggabungan ini untuk memenuhi amanat dalam peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 tahun 2014, pada pasal 6 ayat 1 bahwa salah satu penyelenggaraan pelayanan perijinan terkait dengan bidang Penanaman Modal. Sehingga kini namanya telah berubah menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda yang disingkat menjadi DPMPTSP.

Bedasarkan peraturan Walikota Samarinda Nomor 12 tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Produk Layanan Perizinan dan Non Perizinan. Ada 159 jenis pelayanan perizinan yang telah ada dan akan di limpahkan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Samarinda yang salah satunya adalah Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

IMB atau Izin Mendirikan Bangunan adalah perizinan yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas,

mengurangi,
dan
merawat
bangunan
sesuai

dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku. IMB disusun sebagai standar penyesuaian bangunan dengan lingkup sekitarnya. Mendirikan bangunan rumah atau toko dengan terencana akan menjamin segala aktivitas. Pada dasarnya, setiap pengakuan hak oleh seseorang terhadap sesuatu bangunan harus didasari bukti yang kuat dan sah menurut hukum. Tanpa bukti tertulis, suatu pengakuan dihadapan hukum mengenai objek hukum tersebut menjadi tidak sah. Sehingga dengan adanya surat IMB akan memberikan kepastian jaminan hukum kepada masyarakat, oleh sebab itu dalam kaitannya terhadap pelayanan perizinan khususnya Izin Mendirikan Bangunan (IMB), pemerintah berusaha menciptakan suatu system pelayanan yang optimal.

1.2.
Rumusan Masalah 


Efektivitas pelayanan perizinan terhadap masyarakat di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Samarinda dapat membantu terlaksanakannya Pelayanan Prima terhadap masyarakat pemohon izin. Maka peneliti dapat merumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu : “Bagaimana Efektivitas Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan IMB di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda ?”
II. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana Efektivitas penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTS) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang optimal sesuai dengan butir-butir rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, maka digunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dengan mengunakan metode deskriptif peneliti dapat lebih menggambarkan gejala-gejala atau fenomena sosial yang ditemui di lapangan.

B. Subyek Penelitian a. Data primer
Data ini bersumber dari informan atau Narasumber secara langsung. Dalam prakteknya diperoleh dari wawancara, dokumentasi dan dari pengamatan

langsung terhadap situasi lokasi penelitian.

Menurut Hasan (2002: 82) data primer ialah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dilapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Data primer di dapat dari sumber

informan. Yaitu individu atau perseorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Data primer ini antara lain :

· Catatan hasil wawancara
· Hasil observasi lapangan
· Data-data mengenai informan Informan adalah orang yang berada pada lingkup penelitian. Adapun informan yang di pilih yaitu :
1. Kepala Seksi Bidang Pelayanan Perizinan Bapak Antonius Mering, S.E.

2. Kepala Seksi Bidang Inovasi Pelayanan Perizinan Bapak Rudi Siahan

3. Masyarakat Penerima Layanan Perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebanyak 4 Orang.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada (Hasan, 2002: 58). Data ini

digunakan untuk mendukung informasi primer yang telah di peroleh, yaitu dari bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, buku, dan lain sebagainya.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian yang diukur dalam penelitian ini mengenai Efektivitas Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan IMB adalah :

1. Ketepatan waktu

2. Ketepatan perhitungan biaya

3. Ketepatan menentukan tujuan

4. Tangible (Berwujud)

5. Responsivines (Ketanggapan)

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi pada kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda yang terletak di Jalan Basuki Rahmat No. 78, Kec

Samarinda Kota. Dengan melakukan penelitian lapangan yakni dengan melakukan pengumpulan data penelitian secara langsung pada objek dengan maksud diperoleh data lapangan yang dijamin kebenaran dan



keasliannya dalam bentuk wawancara, untuk itu dilakukan penelitian sejumlah pegawai dan masyarakat.

III. PEMBAHASAN

A. Ketepatan Waktu

Ketepatan waktu mengandung arti bahwa pelaksanaan pelayanan di masyarakat dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Pihak dari perizinan IMB di

kantor DPMPTSP Kota Samarinda menetapkan jangka waktu untuk penyelesaian berkas perizinan dari pendaftaran sampai terbitnya izin tersebut yaitu 22 hari kerja.

Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti dapat disimpulkan bahwa pengukuran efektivitas dengan pendekatan ketepatan waktu bedasarkan kondisi sebenarnya tersebut dapat disimpulkan bahwa mengenai aspek ketepatan waktu dalam pelayanan Izin Mendirikan Bangunan IMB di Kantor DPMPTSP Kota Samarinda masih belum sesuai dengan standar pelayanan, hal ini dilihat dari respon dari beberapa masyarakat yang telah di wawancarai oleh peneliti, bahwa informan sering sekali merasakan terjadi keterlambatan dalam pengurusan IMB dan tidak sesuai waktu penyelesaiannya dengan standar pelayanan yang diberikan.

Kesimpulan terkait indikator waktu penyelesaian adalah masyarakat belum merasa puas dengan waktu penyelesaian yang tidak tepat waktu dan belum sesuai dengan standar pelayanan yang diberikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda.

Hal ini sesuai pendapat Makmur (2011:7-9), Waktu adalah sesuatu yang dapat menentukan keberhasilan sesuatu kegiatan yang dilakukan dalam sebuah organisasi tapi juga dapat berakibat terhadap kegagalan suatu

aktivitas organisasi. Penggunaan waktu yang tepat akan menciptakan efektivitas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

B.  Ketepatan Perhitungan Biaya

Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dipungut retribusi retribusi atas pelayanan izin mendirikan bangunan gedung dan bangunan bukan gedung kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan merobohkan, merenovasi

bangunan sesuai dengan persyaratan administrative dan persyaratan teknis yang berlaku.

Dari  hasil  penelitian  yang  dilakukan

peneliti dapat disimpulkan bahwa pengukuran efektivitas dengan pendekatan perhitungan biaya bedasarkan kondisi sebenarnya sesuai realitas yang ada dapat dikatakan sudah sangat baik, hal ini dilihat dari bagaimana penyampaian informasi dari pihak perizinan kepada masyarakat bagaimana tata cara pembayaran/retribusi IMB yang sudah sangat difasilitasi dengan adanya loket khusus yaitu costomer service, dan jika terjadi keterlambatan dalam pembayaran IMB pemohon akan dikenakan denda 2%. Hal ini terbukti dari pengakukan informan yang telah diwawancarai oleh peneliti, bahwa informan tidak pernah terlambat membayar dan jika terlambat akan dikenakan denda sebanyak 2%.

Kesimpulan terkait indikator perhitungan biaya masyarakat merasa cukup puas dengan perhitungan biaya retribusi IMB karena sesuai dengan standar pelayanan yang diberikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda.

Hal ini sesuai dengan pendapat Makmur (2011:7-9), berkaitan dengan



ketepatan dalam perhitungan biaya, dalam arti tidak mengalami kekurangan juga sebaliknya tidak mengalami kelebihan pembiayaan sampai suatu kegiatan dapat dilaksanakan dan di selesaikan dengan baik. Ketepatan dalam menetapkan satuan – satuan biaya merupakan bagian daripada efektivitas.

C. Ketepatan Menentukan Tujuan

Prosedur yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda telah memberikan

kemudahan kepada penerima pelayanan/masyarakat, dimana dalam prosedur

yang telah ditetapkan bedasarkan PERMENPAN No. 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusun Standar Operasional Prosedur Admistrasi Pemerintah.

Bedasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dapat disimpulkan bahwa pengukuran efektivitas dengan pendekatan menentukan tujuan bedasarkan kondisi sebenarnya dapat diperoleh gambaran bahwa penyelenggaraan pelayanan perizinan IBM di kantor DPMPTSP Kota Samarinda telah memudahkan masyarakat/pemohon, dan bukan hanya sekedar dari kejelasan prosedur yang ada, akan tetapi secara tidak langsung juga telah mempermudahkan masyarakat dan juga sudah sederhana. Sehingga masyarakat lebih terbantu dengan adanya prosedur tersebut.

Kesimpulan terkait indikator menentukan tujuan masyarakat merasa cukup terbantu dan puas dengan prosedur yang ada karena sesuai dengan standar pelayanan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda.

Menurut Makmur (2011:7-9) ketepatan dalam menentukan tujuan merupakan aktivitas organisasi untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan secara tepat akan sangat

menunjang efektivitas pelaksanaan kegiatan terutama yang berorientasi kepada jangka panjang.

Bedasakan PERMENPAN No. 35 Tahun 2012 tentang pedoman penyusun standar operasional prosedur administrasi pemerintah menjelaskan Standar Operasional Prosedur adalah serangkaian intruksi tertulis yang dilakukan mengenai berbagai proses

penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan diartikan sebagai proprosedur/tata cara pelayanan publik diselenggarakana secara mudah, lancer, cepat, tidak berbelit – belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan. Prosedur pelayanan juga harus jelas sehingga tidak menimbulkan kerancuan atau salah penafsiran bagi masyarakat yang ingin mengurus perijinan.

D. Tangible (Berwujud)

Dimensi Tangible (Berwujud) merupakan penampilan fasilitas fisik, peralatan, personal dan media komunikasi dalam pelayanan. Jika dimensi ini dirasakan oleh masyarakat sudah baik maka masyarakat akan menilai pelayanan tersebut baik dan merasakan kepuasan.

Sarana dan prasarana yang disediakan Didinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda sudah

cukup lengkap untuk penerima pelayanan/masyarakat, hal ini ditunjukkan dengan adanya fasilitas tempat parker yang luas, toilet, musholla, ruang tunggu yang luas dan nyaman serta dilengkapi AC, dan adanya ruang pelayanan pengaduan tersendiri. Hal ini memberikan kepuasan kepada penerima pelayanan/masyarakat terhadap sarana dan prasarana yang diberikan oleh DPMPTSP Kota Samarinda kepada masyarakat. Untuk



sarana dan prasarana seperti komputer dan jaringan internet sudah cukup memadai dan lengkap. Masyarakat juga bisa mengakses melalui website DPMPTSP untuk mengetahui syarat untuk permohonan perizinan.

Kesimpulan terkait sarana dan prasarana ini adalah bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda dilihat dari salah satu dimensi kualitas pelayanan yaitu dimensi Tangible (Berwujud/bentuk fisik) telah memberikan pelayanan yang baik dari segi sarana dan

prasarana untuk penerima pelayanan/masyarakat dengan adanya fasilitas tersebut.

Hal ini dibenarkan menurut pendapat Hardiansyah dalam Buku Kualitas Pelayanan Publik (2011:46) untuk mengetahui kualitas pelayanan yang terletak pada lima dimensi kualitas pelayanan salah satunya yaitu Tangibel (Berwujud) : kualitas pelayanan berupa saran fisik perkantoran, komputerisasi administrasi, ruang tunggu, tempat informasi. Indikatornya adalah : a. penampilan petugas/aparatur dalam melayani pelanggan, b. kenyamanan tempat melakukan pelayanan, c. kemudahan tempat melakukan pelayanan, d.

kedisiplinan petugas/aparatur dalam melakukan pelayanan, e. kemudahan akses pelanggan dalam permohonan pelayanan, f. penggunaan alat bantu dalam pelayanan.

E.  Responsivines (Ketanggapan)

Ketanggapan dalam pemberian respon yang baik dalam kegiatan melayani masyarakat akan menghasilkan timbal balik komunikasi yang terjalin secara lancer antara

aparatur dan masyarakat. Keinginan membantu masyarakat yang diberikan oleh aparatur terhadap masyarakat merupakan sebuah usaha dalam memberikan pelayanan yang sesuai dengan harapan masyarakat.

Bedasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dapat disimpulkan bahwa pengukuran efektivitas dengan pendekatan

dimensi Responsiviness (ketanggapan) bedasarkan Kondisi sebenarnya diperoleh gambaran bahwa penyelenggaraan pelayanan perizinan IMB di kantor DPMPTSP Kota Samarinda telah merespon dengan baik dan ramah keluhan – keluhan dari masyarakat. Hal ini dilihat dari bagaimana kecepatan dan ketepatan petugas dalam menanggapi keluhan yang disampaika masyarakat. Dengan adanya IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) yang telah disediakan dari pihak perizinan untuk mengetahui apakah masyarakat puas dalam pelayanan IMB agar pihak perizinan bisa mengevaluasi dari keluhan yang ada.

Kesimpulan terkait dimensi Responsiviness (Ketanggapan) bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda dilihat dari salah satu dimensi kualitas pelayanan yaitu

Responsiviness (Ketanggapan) telah memberikan pelayanan dan respon yang sangat baik kepada masyarakat. Petugas aparatur yang tanggap dan sigap membuat masyarakat menjadi lebih mudah dalam mengurus surat izin mendirikan bangunan.

Menurut Hardiansyah dalam buku Kualitas Pelayanan Publik (2011:46) untuk mengetahui kualitas pelayanan yang dirasakan secara nyata oleh konsumen ada lima indikator kualitas pelayanan salah satunya yaitu Responsivines (Ketanggapan) : kesanggupan untuk membantu dan menyediakan pelayanan secara cepat dan tepat, serta tanggap terhadap keinginan konsumen. Indikatornya adalah : a. merespon setiap pelanggan/pemohon yang

ingin mendapatkan pelayanan, b. petugas/aparatur melakukan pelayanan dengan cepat, c. petugas/aparatur melakukan pelayanan dengan tepat, d. petugas/aparatur



melakukan pelayanan dengan cermat, e. petugas/aparatur melakukan pelayanan dengan waktu yang tepat, f. semua keluhan pelanggan di respon oleh petugas.

Dari kelima indikator pada dimensi responsivines dapat dilakukan pembahasan sebagai berikut.

Kesimpulan

Bedasarkan
penjelasan
dan

pembahasan mengenai Efektivitas Penyelenggaraan Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Mengenai aspek ketepatan waktu dalam pelayanan Izin Mendirikan Bangunan di Kantor DPMPTSP Kota Samarinda masih belum sesuai dengan standar pelayanan. Maka efektivitas dengan pendekatan ketepatan waktu IMB dinyatakan belum evektif.

2. Pengukuranefektivitasdengan
pendekatan perhitungan biaya bedasarkan kondisi sebenarnya dapat dikatakan sudah sangat baik, hal ini dilihat dari bagaimana penyampaian informasi mengenai keterbukaan biaya retribusi yang harus dikeluarkan oleh masyarakat dari pihak perizinan kepada masyarakat. Maka efektivitas

dengan pendekatan ketepatan perhitungan biaya dinyatakan sudah evektif.

3. Terkait  indikator  menentukan  tujuan

dalampengukuranefektivitas

bedasarkan kondisi sebenarnya masyarakat merasa cukup terbantu dan puas dengan prosedur yang ada karena sesuai dengan standar pelayanan. Maka

efektivitasdenganpendekatan

ketepatan
menentukan
tujuan

4. Sarana dan prasarana yang disediakan

oleh Kantor DPMPTSP Kota Samarinda sudah cukup lengkap. Pengukuran efektivitas dengan dimensi pelayanan Tangible (Berwujud) telah memberikan pelayanan yang baik dan lengkap dari segi sarana dan prasarana. Maka efektivitas dengan pendekatan

dimensi pelayanan Tangible (berwujud) dinyatakan sudah evektif.

5. Penyelenggara pelayanan IMB di Kantor DPMPTSP Kota Samarinda telah merespon dengan baik dan ramah mengenai keluhan dari masyarakat. Dengan adanya IKM (Indeks Kepuasan masyarakat) pihak perizinan bisa mengevaluasi dari keluhan – keluhan yang ada. Maka pengukuran efektivitas dengan pendekatan dimensi pelayanan

Responsiviness (Ketanggapan) dinyatakan sudah evektif.

Saran

Bedasarkan kesimpulan yang telah peneliti jabarkan diatas maka peneliti memberikan sedikit saran – saran yang diharapkan bermanfaat bagi pembaca dan pihak – pihak yang berkepentingan. Beberapa saran yang ingin disampaikan adalah sebagai berikut :

1.
Dinas    Penanaman    Modal    dan Pelayanan  Terpadu  satu  Pitu  Kota

Samarinda dapat memberikan kepastian waktu kepada masyarakat,

agar dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan masyarakat tidak terlalu lama menunggu dan dapat sesuai dengan standar pelayanan.

2.
Sosialisasi       perizinan       perlu ditingkatkan  agar  masyarakat  luas

dapat
mengetahuinya
dan

meningkatkan
kesadaran
akan


dinyatakan sudah evektif.

pentingnya mengurus izin. Selain itu, sosialisasi juga dapat meningkatkan

kepercayaan
masyarakat
kepada

Kantor DPMPTSP sehingga masyarakat dapat mengurus izinnya sendiri agar masyarakat paham dalam proses pengurusan perizinan.

3. Pembuatan aturan yang lebih khusus mengenai penegakan sanksi dalam perizinan mendirikan bangunan.

4. Rekrutmen pegawai yang menguasai bidang teknik bangunan sehingga kinerja pada Kantor DPMPTSP Kota Samarinda menjadi efektif dan efesien. Dan rekrukmen pegawai pada bidang teknologi informasi untuk mengurusi bagian input data dan juga website sehingga website yang ada akan selalu uptodate dan mudah diakses oleh masyarakat.
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